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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi syariah mengenai 

pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan laporan keuangan transaksi pembiayaan 

musyarakah dengan PSAK No.59 dan PSAK No.106. Teknik pengumpulan data pada penelitian 

ini adalah dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 

penerapan akuntansi pembiayaan musyarakah pada PT. Bank Muamalat Palopo sudah tidak 

menerapkan akad pembiayaan musyarakah, dikarenakan pernah mengalami wanprestasi pada saat 

menerapkan pembiayaan musyarakah sehingga PT. Bank Muamalat KCP Palopo hanya fokus 

pada akad pembiayaan murabahah saja. Sedangkan hasil penelitian pada perlakuan akuntansi 

musyarakah yang diterapkan pada PT. Bank BRI Syariah KCP Palopo belum sepenuhnya sesuai 

dengan PSAK No. 106 tentang pembiayaan musyarakah hal ini disebabkan pada penyajian 

akuntansi terhadap pembiayaan musyarakah belum sesuai karena PT. Bank BRI Syariah KCP 

Palopo kas yang diserahkan kepada nasabah disajikan sebagai pembiayaan musyarakah, 

seharusnya pembiayaan musyarakah yang diberikan dicatat dalam jurnal sebagai investasi 

musyarakah.  

Kata Kunci: Pembiayaan Musyarakah, PSAK No. 59, dan PSAK No. 106 

ABSTRACT 

This study aims to determine the appropriateness of the application of Islamic accounting 

regarding the recognition, measurement, presentation, and disclosure of financial statements of 

musyarakah financing transactions with PSAK No.59 and PSAK No. 106. Data collection 

techniques in this study were interviews and documentation. The results of this study indicate that 

the application of musharaka financing accounting at PT. Bank Muamalat Palopo has not 

implemented the musharaka financing contract, because it has experienced default when applying 

musharaka financing agreements. While the research results on the musharaka accounting 

treatment applied to PT. Bank BRI Syariah KCP Palopo has not fully complied with PSAK No. 

106 concerning musharaka financing this is due to the lack of appropriate accounting presentation 

for musyarakah financing because PT. Bank BRI Syariah KCP Palopo cash delivered to customers 

is presented as musyarakah financing, musyarakah financing should be recorded in the journal as 

musyarakah investment. 
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PENDAHULUAN 

 Pada umumnya, perbankan syariah memiliki tujuan yang hampir sama 

dengan bank konvensional yaitu bergerak sebagai suatu lembaga yang 
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menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada pihak yang 

membutuhkan dalam bentuk fasilitas pembiayaan (Yuranda dan Daud, 2019). 

Akan tetapi, adapun sejumlah perbedaan yang mendasar diantara keduanya yang 

terletak pada saat pembagian hasil, orientasi/tujuan, lembaga penyelesaian 

sengketa, lingkungan kerja, hubungan dengan nasabah, usaha yang dibiayai, 

produk pembiayaan/investasi dan aspek legalitas (Antonio, 2012:22). 

 Pembiayaan merupakan salah satu investasi yang dilakukan oleh satu 

orang ataupun per lembaga yang hasil dananya diperoleh dari suatu pihak lain 

dengan tujuan mendukung investasi yang akan dilaksanakan (Rivai dan Arifin, 

2010:681). Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah menurut Kusuma 

(2015), yaitu “untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi 

sesuai dengan nilai-nilai Islam”. Berikut adalah data-data jumlah pembiayaan 

yang disediakan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang ada di 

Indonesia dapat dilihat pada tabel 1.1 yaitu sebagai beikut: 

Tabel 1.1 Jumlah Pembiayaan Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Periode 

2016-2018 

Akad 
2016 2017 2018 

Des 

(Rp Miliar) 

Des 

(Rp Miliar) 

Sep 

(Rp Miliar) 

Okt 

(Rp Miliar) 

Akad Murabahah 4.982.796 5.904.751 6.621.867 6.716.831 

Akad Musyarakah 797.621 776.696 809.215 808.636 

Akad Mudharabah 156.029 124.497 179.484 175.279 

Akad Multijasa 515.523 724.398 830.337 840.895 

Akad Qardh 145.881 189.866 178.224 183.275 

Akad Istishna 9.423 21.426 28.917 30.450 

Akad Ijarah 6.763 22.316 31.598 35.662 

Akad Salam 14 0 0 0 

Total 6.662.556 7.763.951 8.679.643 8.791.028 

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, diolah(2020) 

 Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa dari sekian banyak nya produk 

pembiayaan tersebut menunjukkan pembiayaan musyarakah terlihat tidak stabil 

pada tahun ke tahun hal ini terjadi disebabkan oleh banyaknya nasabah yang lebih 

berpihak atau lebih tertarik dengan pembiayaan murabahah dari pada pembiayaan 

musyarakah. Namun, dapat dilihat salah satu jenis pembiayaan yang ada pada 

BPRS dapat meningkatkan pendapatan operasional bank tersebut yaitu akad 

musyarakah.  



 Dengan adanya PSAK Syariah yang baik akan menunjang pada perlakuan 

akuntansi yang bagus pula, sehingga tersedianya informasi yang dapat diterima 

dan dipercaya oleh para nasabah. Peran keberadaan PSAK Syariah yang matang, 

berimbas pada perkembangan Lembaga Keuangan Syariah. PSAK Syariah yang 

ada saat ini diterapkan sebagai pedoman perbankan syariah dalam membuat 

laporan keuangan dan menentukan tindakan atas berbagai aktifitas yang berkaitan 

dengan produk dan jasa perbankan syariah sehingga bisa dilihat sharia 

compliance nya dan menjadi pertimbangan tersendiri bagi para stakeholders. 

Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan 

suatu masalah yaitu apakah penerapan akuntansi syariah telah sesuai berdasarkan 

PSAK No.59 dan PSAK No.106 mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, 

dan pengungkapan laporan keuangan transaksi pembiayaan musyarakah pada 

Perbankan Syariah di Kota Palopo. 

Tujuan Penelitian 

 Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk menganalisis dan mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi 

syariah mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan laporan 

keuangan transaksi pembiayaan musyarakah berdasarkan PSAK No.59 dan PSAK 

No.106 pada Perbankan Syariah di Kota Palopo. 

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

 Menurut Littleton dalam buku Muhamad (2013) mendefinisikan, tujuan 

utama dari akuntansi yaitu, “untuk melaksanakan perhitungan periodik antara 

biaya (usaha) dan hasil (prestasi). Konsep ini merupakan inti dari teori akuntansi 

dan merupakan ukuran yang dijadikan sebagai rujukan dalam mempelajari 

akuntansi”. Berikut adalah beberapa definisi akuntansi yaitu: Dalam buku 

Muhamad (2013), APB (Accounting Principle Board) Statement No.4 

mendefinisikan akuntansi adalah suatu kegiatan jasa. Fungsinya adalah 

memberikan informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu 

badan ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan 

keputusan ekonomi, yang digunakan dalam memilih diantara beberapa alternatif. 



Sedangkan dalam buku A Statement of Basic Accounting Theory dalam buku 

Muhamad (2013) menyatakan bahwa akuntansi adalah proses mengidentifikasi 

mengukur, dan menyampaikan informasi ekonomi sebagai bahan informasi dalam 

hal pertimbangan dalam mengambil kesimpulan oleh para pemakainya. 

 Di Indonesia, dua jenis perbankan telah diterapkan dengan menawarkan 

berbagai fasilitas dan produk-produk yang berbeda kepada para nasabah. Namun, 

pada saat itu Bank Islam belum terkenal di Indonesia. Berbeda dengan sekarang, 

perkembangan bank syariah sangat pesat, baik dari nasabah, aset, dan juga 

pegawainya. Diantara penyebab pertumbuhan bank syariah adalah karena 

banyaknya penduduk muslim di Indonesia yang meminta layanan Perbankan 

tersebut. 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 59 

 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.59 tentang akuntansi 

perbankan syariah yang memuat pernyataan yang bertujuan untuk mengatur 

pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi perbankan syariah. Standar 

Akuntansi Keuangan atau disebut juga General Accepted Accounting Standard 

adalah aturan tentang metode penyusunan laporan keuangan yang dikeluarkan 

oleh lembaga yang memiliki otoritas untuk itu Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan perbankan syariah adalah salah satu standar akuntansi keuangan yang 

mengatur tentang penyusunan laporan keuangan bank syariah. PSAK ini sebagian 

besar diambil dari standar yang dikeluarkan oleh organisasi akuntansi keuangan 

untuk bank dan lembaga keuangan Islam, yaitu AAOIFI (Accounting and 

Auditing Organizations for Islamic Financial Institutions) yang berpusat di 

Manama Bahrain. Walaupun kerangka konsep standar ini dikatakan masih belum 

memakai kerangka teori akuntansi Islam namun keberadaan standar ini bisa 

dijadikan sebagai awal yang baik untuk menuju suatu standar akuntansi Islam 

yang hakiki (Sofyan Syafri Harahap, 2001:88). 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 106 

 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.106 merupakan 

pedoman bagi transaksi keuangan syariah musyarakah yang merupakan rincian 

dan pelengkap dari PSAK No.59 tentang akuntansi perbankan syariah, yang 



bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan 

transaksi musyarakah. Pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan 

transaksi musyarakah dan tidak mencakup pada pengaturan perlakuan akuntansi 

atas obligasi syariah (sukuk) yang menggunakan akad musyarakah. 

Pengakuan dan Pengukuran Pembiayaan Musyarakah 

 Pertama, pada saat akad investasi musyarakah diakui pada saat 

pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada mitra aktif, pengukuran 

investasi musyarakah ada hal yang harus dinilai yaitu: dalam bentuk kas dinilai 

sebesar jumlah yang dibayarkan dan aset nonkas dinilai sebesar nilai wajar dan 

jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat aset nonkas, maka selisih 

tersebut diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi selama masa akad 

atau kerugian pada saat terjadinya, investasi musyarakah nonkas yang diukur 

dengan nilai wajar aset yang diserahkan akan berkurang nilainya sebesar beban 

penyusutan atas aset yang diserahkan, dikurangi dengan amortisasi keuntungan 

tangguhan (jika ada). 

 Kedua, biaya yang terjadi akibat akad musyarakah (misalnya, biaya studi 

kelayakan) tidak dapat diakui sebagai bagian investasi musyarakah kecuali ada 

persetujuan dari seluruh mitra. 

 Ketiga, bagian mitra pasif atas investasi musyarakah dengan pengembalian 

dana mitra pasif di akhir akad dinilai sebesar: jumlah kas yang dibayarkan untuk 

usaha musyarakah pada awal akad dikurangi dengan kerugian (jika ada) atau nilai 

wajar aset musyarakah nonkas pada saat penyerahan untuk usaha musyarakah 

setelah dikurangi penyusutan dan kerugian (jika ada). Pada mitra pasif atas 

investasi musyarakah menurun (dengan pengambilan dana mitra pasif secara 

bertahap) dinilai sebesar jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha musyarakah 

pada awal akad dikurangi jumlah pengembalian dari mitra aktif dan kerugian (jika 

ada). 

 Keempat, pada mitra aktif saat akad diakhiri, investasi musyarakah yang 

belum dikembalikan kepada mitra pasif diakui sebagai liabilitas. Sedangkan pada 

mitra pasif saat akad diakhiri, investasi musyarakah yang belum dikembalikan 

oleh mitra aktif diakui sebagai piutang. 



 Kelima, pengakuan dan pengukuran pendapatan usaha investasi 

musyarakah diakui sebesar bagian mitra pasif sesuai kesepakatan. Sedangkan 

kerugian investasi musyarakah diakui sesuai dengan porsi dana masing-masing 

mitra. Jika kerugian akibat kelalaian atau kesalahan mitra aktif atau pengelola 

dana, maka kerugian tersebut ditanggung oleh mitra aktif atau pengelola usaha 

musyarakah. 

Penyajian dan Pengungkapan Pembiayaan Musyarakah 

 Dalam penyajian Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 

No.106 mitra pasif menyajikan beberapa hal yang menyangkut dengan usaha 

musyarakah dalam laporan keuangan, yaitu kas atau aset nonkas yang diserahkan 

kepada mitra aktif disajikan sebagai investasi musyarakah, dan keuntungan 

tangguhan dari selisih penilaian aset nonkas yang diserahkan pada nilai wajar 

disajikan sebagai pos lawan (contra account) dari investasi musyarakah. 

 Pada pengungkapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 

No.106 mitra mengungkapkan hal-hal yang terkait transaksi musyarakah, tetapi 

tidak terbatas pada isi kesepakatan utama usaha musyarakah, seperti porsi dana, 

pembagian hasil usaha, aktivitas usaha musyarakah. Pengelola usaha, jika tidak 

ada mitra aktif dan pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian 

Laporan Keuangan Syariah. 

Penelitian Terdahulu 

 Menurut Lisandi Novisra dan Bustaman (2019), Analisis Kesesuaian 

Penerapan Produk Pembiayaan Musyarakah Berdasarkan PSAK 106 pada PT. BPRS 

Hikmah Wakilah. Menunujukkan hasil penelitian yaitu bahwa dari segi 

pengakuan dan pengukuran belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 106, dan 

penyajian nya telah sesuai PSAK 106, sedangkan dari segi pengungkapan belum 

menyajikan CALK dan belum memenuhi syarat ketentuan. 

 Penelitian lain yang telah dilakukan oleh Hurriyaturrohman (2019), 

menjelaskan bahwa bahwa telah menerapkan sistem bagi hasil pembiayaan 

musyarakah dengan metode Revenue Sharing dan perlakuan akuntansi atas 

pembiayaan musyarakah telah sesuai dengan PSAK 106. 

 



Kerangka Teori 

Dalam kerangka teori dibawah ini, maka dapat menghasilkan sebuah penelitian 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1. Kerangka Konseptual 

METODE PENELITIAN 

Metode Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam memperoleh berbagai 

sumber informasi yang dibutuhkan dalam menyusun penelitian ini adalah 

penelitian lapangan yaitu pertama, wawancara yaitu penulis melakukan 

wawancara langsung dengan pimpinan bank BRI Syariah KCP Palopo. Kedua, 

dokumentasi yaitu penulis mengumpulkan data berupa gambar ataupun tulisan. 

Metode Analisis Data 

 Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Analisis 

data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang 

diperoleh dari hasil wawancara, dan dokumentasi yang telah dilakukan peneliti. 

Dalam penggunaan teknik analisis data, penulis mengacu pada teknik yang sudah 

umum digunakan oleh para peneliti, yakni teknik analisis data model interaktif 

(model miles dan huberman). Langkah-langkah analisis data interaktif yaitu 

pengumpulan data, reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 

2017). 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Pada pembahasan ini peneliti akan membahas tentang kesesuaian 

penerapan PSAK No. 106 tentang pembiayaan musyarakah yang mengatur 

tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pada perbankan 

syariah di Kota Palopo, yaitu PT. Bank Syariah Mandiri KCP Palopo, PT. BNI 

Syariah KCP Palopo, Bank Muamalat KCP Palopo, dan PT. BRI Syariah KCP 

Palopo. Namun, dalam penelitian ini, peneliti hanya menganalisis tentang 

penerapan PSAK No. 106 pada PT. Bank BRI Syariah KCP Palopo dan PT. Bank 

Muamalat KCP Palopo. 

Analisis Penerapan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106 Pada PT. Bank BRI 

Syariah KCP Palopo  

PT. Bank BRI Syariah KCP Palopo memiliki bermacam-macam produk 

pendanaan dan pembiayaan, salah satu pembiayaan yang banyak tersalurkan yaitu 

pembiayaan musyarakah. Untuk persyaratan pengajuan pembiayaan musyarakah, 

nasabah wajib mengisi formulir pengajuan pembiayaan yang telah disediakan oleh 

pihak Bank.  

 PT. Bank BRI Syariah KCP Palopo melakukan pembiayaan musyarakah 

dengan menggunakan akad musyarakah yaitu kerjasama antara Bank dan nasabah 

untuk mencampurkan dana atau modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan 

pembagian keuntungan berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah disepakati. 

Pengakuan dan Pengukuran Pembiayaan Musyarakah pada PT. Bank 

Muamalat KCP Palopo 

a. Pada Saat Akad Investasi Musyarakah 

 Pada saat akad investasi musyarakah, Bank BRI Syariah KCP Palopo 

mengakui investasi musyarakah tersebut saat mitra pasif (Bank) membayar kas 

kepada mitra aktif (nasabah). Menurut PSAK No. 106 (paragraf 27) investasi 

musyarakah diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas 

kepada mitra aktif. Hal ini menunjukkan bahwa praktik pengakuan investasi di 

Bank BRI Syariah KCP Palopo telah sesuai dengan PSAK No. 106.   

 Sedangkan pengukuran investasi musyarakah pada Bank BRI Syariah 

KCP Palopo pembiayaan musyarakah diukur sejumlah uang yang dibayarkan 



bank kepada nasabah pada saat pencairan dana yaitu setelah akad pembiayaan 

musyarakah disetujui, maka jurnal yang dibuat oleh PT. Bank BRI Syariah KCP 

Palopo adalah investasi musyarakah yang diberikan didebet dan kas dikredit. 

Menurut PSAK No. 106, pada saat pengukuran pembiayaan musyarakah dalam 

bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan. Jurnal pencatatan pada saat 

investasi musyarakah diberikan kepada nasabah, yaitu: mendebet investasi 

musyarakah kas dan mengkredit kas/rekening nasabah. PT. Bank BRI Syariah 

KCP Palopo telah mengukur pembiayaan musyarakah dalam bentuk kas dan 

dinilai sebesar uang yang dibayarkan kepada nasabah. Maka pencatatan tersebut 

telah seusai dengan PSAK No. 106. 

b. Biaya Yang Dikeluarkan Pada Saat Akad 

 Pada saat akad investasi musyarakah, ada biaya-biaya yang harus 

dikeluarkan oleh nasabah untuk menentukan kelayakan akad tersebut, biaya ini 

terjadi sebelum terjadi kesepakatan melakukan kerjasama dan PT. Bank BRI 

Syariah tidak mengakui biaya yang terjadi berkaitan dengan musyarakah sebagai 

pembiayaan. Maka jurnal pencatatan yang dibuat oleh PT. Bank BRI Syariah 

KCP Palopo yaitu mendebet uang muka akad dan mengkredit kas. Menurut PSAK 

No. 106, menjelaskan bahwa biaya yang terjadi akibat akad musyarakah 

(misalnya, biaya studi kelayakan) tidak dapat diakui sebagai bagian investasi 

musyarakah kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra musyarakah. Jurnal untuk 

mitra aktif pada saat mengeluarkan biaya, yaitu mendebet uang muka akad dan 

mengkredit kas. Maka pencatatan PT. Bank BRI Syariah KCP Palopo, telah sesuai 

dengan PSAK No. 106. 

c. Selama Akad 

 Selama akad PT. Bank BRI Syariah KCP Palopo menerima pengembalian 

dana bank atas investasi musyarakah pada akhir akad diukur sebesar jumlah uang 

tunai yang dibayarkan pada awal akad dan dikurangi dengan kerugian (jika ada). 

Jurnal yang dibuat untuk pelunasan pembiayaan musyarakah adalah mendebet kas 

dan mengkredit pembiayaan musyarakah yang diberikan.  

 Untuk pengembalian dana PT. Bank BRI Syariah KCP Palopo atas 

investasi musyarakah menurun diukur sebesar jumlah kas yang disetorkan pada 



awal akad dikurangi jumlah pengembalian dari mitra aktif dan kerugian, maka 

jurnal pencatatan atas penerimaan pendapatan bagi hasil beserta modal 

pembiayaan musyarakah  yang dikembalikan adalah dengan mendebet kas dan 

mengkredit pendapatan bagi hasil musyarakah dan pembiayaan musyarakah yang 

diberikan.  

 Menurut PSAK No. 106, bagian mitra pasif atas investasi musyarakah 

dengan  pengembalian dana mitra pasif di akhir akad dinilai sebesar jumlah kas 

yang dibayarkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi dengan 

kerugian (jika ada), jurnal pencatatan nya yaitu: mendebet kas dan mengkredit 

pembiayaan musyarakah yang diberikan. Dan bagian mitra pasif atas investasi 

musyarakah menurun (dengan pemngembalian dana mitra pasif secara bertahap) 

dinilai sebesar jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha musyarakah pada awal 

akad dikurangi jumlah pengembalian dari mitra aktif dan kerugian (jika ada). 

Jurnal pencatatan yang dibuat adalah: mendebet kas dan mengkredit pendapatan 

bagi hasil dan pembiayaan musyarakah yang diberikan. Maka pencatatan yang 

dilakukan oleh PT. Bank BRI Syariah KCP Palopo telah sesuai dengan PSAK No. 

106. 

d. Akhir Akad 

 Pada saat akad diakhiri, pembiayaan musyarakah yang belum dibayar oleh 

nasabah diakhir akad atau saat jatuh tempo PT. Bank BRI Syariah KCP Palopo 

mengakui nya sebagai piutang, dengan melakukan perpanjangan atau 

restrukturisasi jangka waktu pengembalian dana. Maka jurnal pencatatan atas 

bagian bank yang belum diterima setelah akad berakhir yang dibuat oleh PT. Bank 

BRI Syariah KCP Palopo adalah: mendebet piutang dan mengkredit pendapatan. 

Menurut PSAK No. 106 menjelaskan bahwa investasi musyarakah yang belum 

dikembalikan oleh mitra aktif diakui sebagai piutang, dengan jurnal pencatatan 

nya, yaitu: mendebet piutang dan mengkredit pendapatan. Maka pencatatan yang 

dilakukan oleh PT. Bank BRI Syariah KCP Palopo telah sesuai dengan PSAK No. 

106.    

 

 



e. Pengakuan Hasil Usaha 

 Pengakuan keuntungan PT. Bank BRI Syariah KCP Palopo yaitu 

mengakui keuntungan bagi hasil saat nasabah menyetorkan pembayaran bagi hasil 

dengan jurnal pencatatan yang dibuat atas penerimaan pendapatan bagi hasil 

adalah: mendebet kas dan mengkredit pendapatan bagi hasil. Sedangkan kerugian 

yang tidak ditimbulkan oleh kesalahan nasabah atau tidak disengaja diakui sesuai 

dengan porsi dana masing-masing mitra oleh PT. Bank BRI Syariah KCP Palopo, 

namun jika terjadi akibat kelalaian nasabah dalam mengelola dana akan 

dibebankan kepada nasabah dan tidak mengurangi investasi musyarakah, maka 

penjurnalan yang dilakukan oleh PT. Bank BRI Syariah KCP Palopo, yaitu: 

mendebet kas, penyisihan kerugian dan mengkredit investasi musyarakah. Dan 

jika kerugian disebabkan oleh adanya bencana, maka pihak bank akan 

memberikan kelonggaran sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan OJK, selain 

itu apabila ada asuransi yang mencover maka akan diajukan klaim asuransi nya.  

 Menurut PSAK No. 106 yaitu pendapatan usaha investasi musyarakah 

diakui sebesar bagian mitra pasif sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian 

investasi musyarakah diakui sesuai dengan porsi dana, dengan jurnal pencatatan 

yaitu: mendebet kas dan mengkredit pendapatan bagi hasil. Dan kerugian investasi 

musyarakah diakui sesuai dengan porsi dana masing-masing mitra, Jika kerugian 

akibat kelalaian atau kesalahan mitra aktif, maka kerugian tersebut ditanggung 

oleh mitra aktif. Dengan jurnal yaitu: mendebet kas, penyisihan kerugian dan 

mengkredit investasi musyarakah. Maka pencatatan atas pengakuan hasil usaha 

dan kerugian yang disebabkan oleh nasabah yang dilakukan oleh PT. Bank BRI 

Syariah KCP Palopo telah sesuai dengan PSAK No. 106.   

Penyajian PT Bank BRI Syariah KCP Palopo 

 Pada PT. Bank BRI Syariah KCP Palopo menyajikan total pembiayaan 

musyarakah yang diberikan kepada nasabah dalam neraca sesuai dengan nilai 

yang tercatat yakni jumlah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah. Dalam 

laporan neraca PT. Bank BRI Syariah KCP Palopo kas yang diserahkan kepada 

mitra aktif disajikan sebagai pembiayaan musyarakah, maka jurnal pencatatan 

yang dibuat oleh PT. Bank BRI Syariah KCP Palopo, pada saat pembiayaan 



musyarakah diberikan kepada nasabah yaitu: mendebet pembiayaan musyarakah 

dan mengkredit kas/ rekening nasabah. Sedangkan menurut PSAK No.106 

menjelaskan bahwa pada mitra pasif menyajikan usaha pembiayaan dalam laporan 

keuangan yaitu kas atau aset non-kas yang diserahkan kepada mitra aktif disajikan 

sebagai investasi musyarakah, dengan Jurnal yaitu: mendebet investasi 

musyarakah dan mengkredit kas/rekening giro nasabah. Maka pencatatan atas 

penyajian usaha musyarakah yang dilakukan oleh PT. Bank BRI Syariah KCP 

Palopo belum sesuai dengan PSAK No.106, seharusnya pembiayaan musyarakah 

dicatat dalam jurnal sebagai investasi musyarakah. 

Pengungkapan PT. Bank BRI Syariah KCP Palopo 

 Pada pengungkapan PT. Bank BRI Syariah KCP Palopo telah 

mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan pembiayaan musyarakah seperti 

porsi dana, pembagian hasil usaha dan aktifitas usaha musyarakah diawal akad 

pembiayaan musyarakah. Penghapusan aktiva produktif disajikan dalam neraca. 

Catatan atas laporan keuangan yang dibuat oleh PT. Bank BRI Syariah KCP 

Palopo mengungkapkan gambaran umum mengenai laba PT. Bank BRI Syariah 

KCP Palopo. 

 Berdasarkan analisa diatas dapat dikatakan bahwa praktik pengungkapan 

akuntansi pembiayaan musyarakah sudah sesuai dengan PSAK No.106 dimana 

menjelaskan bahwa mitra pasif mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan 

transaksi musyarakah, tetapi tidak terbatas pada isi kesepakatan utama usaha 

musyarakah. 

Analisis Penerapan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106 pada Bank Muamalat 

KCP Palopo 

 Dari hasil penelitian yang dilakukan di Bank Muamalat Capem Palopo, 

diperoleh data yang mengungkapkan bahwa akad pembiayaan musyarakah 

terakhir digunakan pada tahun 2014. Pembiayaan musyarakah yang diterapkan 

pada saat itu yaitu jenis pembiayaan musyarakah mutanaqisah (MMQ) dimana 

sebagian hak bank dan sebagian hak nasabah (pengelola dana), begitupun pada 

saat pembagiannya. Namun pada saat penerapan nya terjadi masalah 

(wanprestasi) atau gagal bayar. Dalam wanprsetasi ada 3 macam bentuk 



wanprestasi yaitu tidak memenuhi prestasi sama sekali, memenuhi prestasi tapi 

tidak tepat waktu, dan memenuhi prestasi tapi tidak sesuai atau keliru. Bentuk 

wansprestasi yang dimaksud PT. Bank Muamalat KCP Palopo yaitu memenuhi 

prestasi tapi tidak sesuai atau keliru dimana nasabah yang memenuhi prestasi tapi 

keliru, jika prestasi yang keliru tersebut tidak bisa diperbaiki lagi maka nasabah 

dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali, hal ini yang menyebabkan bank 

mengalami macet, sehingga tahun 2014 ke atas PT. Bank Muamalat Capem 

Palopo sudah tidak menggunakan pembiayaan musyarakah atau musyarakah 

mutanaqisah (MMQ) dan pembiayaan yang digunakan nya hanya pembiayaan 

murabahah dan ijarah. Sedangkan dalam bentuk tabungan yaitu tabungan 

mudharabah saja, tidak menerapkan dalam bentuk pembiayaan. 

 Pada praktiknya PT. Bank Muamalat KCP Palopo, sudah tidak 

menerapkan pembiayaan musyarakah dimana sebagai salah satu variabel dalam 

penelitian ini. Hal ini terjadi dikarenakan PT. Bank Muamalat KCP Palopo sulit 

untuk melakukan pencatatan pada saat pengelola dana mengalami kerugian dan 

pembagian bagi hasil.  

PENUTUP 

Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis data yang telah diuraikan oleh penulis dalam 

skripsi ini, maka penulis menyimpulkan hal-hal sebagai berikut: Pertama, 

perlakuan akuntansi musyarakah yang diterapkan pada PT. Bank BRI Syariah 

KCP Palopo belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 106 tentang 

pembiayaan musyarakah hal ini disebabkan pada penyajian akuntansi terhadap 

pembiayaan musyarakah belum sesuai karena PT. Bank BRI Syariah KCP Palopo 

kas yang diserahkan kepada nasabah disajikan sebagai pembiayaan musyarakah, 

seharusnya pembiayaan musyarakah yang diberikan dicatat dalam jurnal sebagai 

investasi musyarakah. 

 Kedua, hasil analisis data yang diperoleh oleh peneliti tentang perlakuan 

akuntansi musyarakah pada PT. Bank Muamalat KCP Palopo yaitu sudah tidak 

menerapkan pembiayaan musyarakah, hal ini dikarenakan PT. Bank Muamalat 

KCP Palopo pernah mengalami wanprestasi pada saat menerapkan pembiayaan 



musyarakah sehingga PT. Bank Muamalat KCP Palopo hanya fokus pada akad 

pembiayaan murabahah saja. 

Keterbatasan Penelitian 

 Penelitian ini terbatas pada subjek penelitian, yaitu dimana PT. Bank 

Muamalat KCP Palopo sudah tidak menggunakan akad pembiayaan musyarakah 

sehingga peneliti hanya bisa mengungkapakan alasannya saja. Sedangakan pada 

PT. BRI Syariah KCP Palopo tersebut dengan laporan keuangan yang diijinkan 

untuk dijadikan bahan penelitian terbatas. 

Implikasi 

 PSAK No. 59 adalah salah satu standar akuntansi keuangan yang 

mengatur tentang penyusunan laporan keuangan bank syariah dan PSAK No. 106 

merupakan akuntansi musyarakah yang mengatur tentang pengakuan, 

pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi musyarakah. Temuan 

penelitian menunjukkan bahwa perbankan syariah yang ada di Kota Palopo hanya 

beberapa saja yang menerapkan pembiayaan musyarakah. Hal ini dapat dilihat 

pada PT. Bank Muamalat KCP Palopo dan PT. Bank BNI Syariah KCP Palopo 

yang sudah tidak menerapkan pembiayaan musyarakah dan pembiayaan 

mudharabah, sedangkan pada PT. Bank BRI Syariah KCP Palopo sudah 

menerapkan namun belum sepenuhnya sesuai dengan aturan-aturan PSAK 

No.106. Hal ini mengandung implikasi bahwa kedepannya seluruh perbankan 

syariah yang ada di Kota Palopo dapat menerapkan pembiayaan musyarakah 

ataupun menerapkan sepenuhnya aturan-aturan dalam PSAK No.106.   

Saran 

 Berdasarkan evaluasi dari skripsi ini, beberapa saran yang diharapkan 

dapat menjadi bahan pertimbangan untuk perbankan syariah di Kota Palopo, 

khususnya PT Bank BRI Syariah KCP Palopo dan PT. Bank Muamalat KCP 

Palopo serta untuk peneliti selanjutnya, diantaranya. Pertama, untuk PT. BRI 

Syariah KCP Palopo diharapkan dapat memperbaiki pencatatan pada penyajian 

akuntansi pembiayaan musyarakah pada laporan keuangan agar sesuai dengan 

PSAK No.59 dan PSAK No.106. Kedua, bagi peneliti selanjutnya diharapkan 



dapat menelusuri terlebih dahulu tempat atau objek penelitian agar mempermudah 

pada saat penelitian nanti dan dapat memperbanyak produk yang akan diteliti. 
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LAMPIRAN 

Pedoman Wawancara PT.BRI Syariah KCP Palopo dan Bank Muamalat 

KCP Palopo tentang PSAK No. 106: 

1. Kapan pembiayaan musyarakah diakui? 

Jawab: ya, pada saat pembayaran atau penyerahan kas kepada nasabah. 

2. Jika pembiayaan musyarakah diukur sejumlah uang yang dibayarkar bank 

kepada nasabah pada saat pencairan, apakah jurnal yang dibuat bank kas 

dikredit dan investasi musyarakah didebet? 

Jawab: iya, benar  

3. Bagaimana perlakuan biaya yang terjadi akibat akad musyarakah? 

Jawab: Perlakuan biaya yang terjadi akibat akad musyarakah yaitu tidak 

dapat diakui sebagai bagian pembiayaan musyarakah kecuali ada persetujuan 

dari seluruh mitra. 



4. Bagaimana jurnal pencatatan atas pembebanan biaya yang dikeluarkan pada 

saat akad? 

Jawab: Kalau itu kami uang muka akad didebet dan mengkredit kas. 

5. Pada saat nasabah mengembalikan dana atas usaha musyarakah diakhir akad 

bank BRI Syariah Palopo mengukur sebesar kas yang dibayarkan pada awal 

akad. Apakah pernyataan tersebut benar, dan jurnal yang dibuat untuk 

pelunasan pembiayaan musyarakah yaitu kas didebet dan pembiayaan 

musyarakah dikredit? 

Jawab: Itu pasti kami mengukur sesuai dengan jumlah uang yang diberikan 

diawal akad dan itu sdah dikurangi dengan kerugian jika ada, mengenai 

pencatatan nya itu sudah benar. 

6. Bagaimana pembiayaan musyarakah menurun melewati satu periode 

pelaporan? 

Jawab: Pembiayaan musyarakah menurun melewati satu periode maka laba 

diakui dalam periode terjadinya secara proporsional sesuai dengan kontribusi 

modal dan mengurangi pembiayaan musyarakah. 

7. Bagaimana jurnal pencatatan yang dilakukan oleh Bank BRI Syariah Palopo 

atas penerimaan pendapatan bagi hasil dan pengembalian modal pembiayaan 

musyarakah? 

Jawab: kami mendebet kas dan mengkredit pendapatan bagi hasil musyarakah 

dan pembiayaan musyarakah yang diberikan. 

8. Apakah bank BRI syariah Palopo melakukan pencatatan atas penerimaan 

pendapatan bagi hasil dengan mendebet kas dan mengkredit pendapatan? 

Jawab: dalam penerimaan modal pembayaran bagi hasil kami memang 

mencatat nya dengan kas didebet dan pendapatan dikredit. 

9. Apakah bank BRI syariah Palopo juga melakukan pencatatan kerugian akibat 

kelalaian nasabah dalam mengelola dana? 

Jawab: iya jelas kami juga membuat nya dimana kas  dan penyisihan kerugian 

didebet dan investasi musyarakah dikredit.  

10. Bagaimana bila terjadi rugi dalam musyarakah akibat kelalaian mitra? 

Jawab: bila terjadi rugi dalam musyarakah akibat kelalaian nasabah maka 

rugi tersebut ditanggung oleh mitra pengelola usaha musyarakah. 

11. Dalam laporan keuangan dana yang diserahkan bank kepada nasabah ditulis 

sebagai akun apa? 

Jawab: Ditulis sebagai pembiayaan musyarakah 

12. Nasabah yang belum mengembalikan dana kepada pihak bank ketika akad 

telah berakhir dicatat sebagai apa? 

Jawab: kami catat sebagai piutang 

13. Bagaimana jurnal pencatatan nya diterima setelah akad berakhir? 

Jawab: pencatatan nya piutang didebet dan pendapatan dikredit 



14. Apakah dana yang diserahkan kepada nasabah dinilai sesuai dengan jumlah 

dana yang diberikan oleh bank? 

Jawab: dinilai sesuai jumlah yang kita bayarkan saja. 

15. Apa saja isi dari kesepakatan akad usaha musyarakah antara bank dengan 

nasabah? 

Jawab: isi kesepakatan diakad nanti ada data pribadi mitra, porsi dana, 

kesepakatan nisbah bagi hasil masing-masing mitra berapa, aktivitas yang 

dijadikan objek pembiayaan musyarakah itu apa. 

Pedoman wawancara pada PT. Bank Muamalat KCP Palopo: 

Mengapa Bank Muamalat KCP Palopo sudah tidak menerapkan pembiayaan 

musyarakah? 

Jawaban: karena pada saat kami menerapkan pembiayaan musyarakah itu terjadi 

masalah, kenapa pada saat kita memberikan pinjaman dan dengan akad 

pembiayaan MMQ itu sering terjadi tiktok pada saat terjadi wanprestasi, 

wanprestasi itu artinya pada saat dia macet. Kami menggunakan akad pembiayaan 

musyarakah terakhir pada tahun 2014, setelah itu kami hanya menggunakan satu 

akad saja yaitu akad murabahah (jual beli).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


